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Nur Hidayani (B111 11 056), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Jual 
Beli Tanah Hak Milik Melalui Akta di Bawah Tangan dii Kabupaten 
Soppeng. Di bimbing oleh Hasbir Paserangi dan Sri Susyanti Nur.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
menyebabkan jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah tangan di 
Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui dampak jual beli tanah hak 
milik melalui akta di bawah tangan di Kabupaten Soppeng.  
Penelitian ini bersifat sosio yuridis yakni mengkaji presepsi dan perilaku 
masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dilakukan pula 
wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. 
Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-
data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya 
data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang 
kemudian dipaparkan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) 
Faktor yang menyebabkan jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah 
tangan di Kabupaten Soppeng adalah yang pertama masyarakat 
menghindari biaya yang cukup mahal, kedua pengetahuan masyarakat 
terkait prosedur jual beli tanah, ketiga motivasi masyarakat yang 
dipengaruhi masih tingginya tingkat kepercayaan antara sesama (2) 
Dampak jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah tangan di 
Kabupaten Soppeng adalah tidak adanya jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum. Akibat tidak adanya kepastian hukum berupa akta 
jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang kemudian 
dibaliknamakan menjadi sertifikat hak atas tanah maka tidak ada pula 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara hukum yang mengatur segala 
kepentingan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 
diantaranya adalah aspek pertanahan. Negara dalam tatanan hukum 
pertanahan diberi landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam 
mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 
Undang-undang Nomor 5  Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Peraturan 
Dasar Agraria yang kemudian disebut Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA). Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dalam  Pasal 2 
ayat (1) UUPA diatur bahwa bumi air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  
Hak menguasai negara sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) kemudian dijabarkan pada Pasal 2 ayat (2) yang memberi wewenang 
untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
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persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, (b) 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi air, dan ruang angkasa, (c) menentukan dan 
mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara 
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA, harus digunakan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kewenangan 
tersebut  dilaksanakan negara dalam kedudukannya sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat Indonesia atau berkedudukan sebagai badan 
penguasa.1  
Atas dasar hak menguasai negara sebagaimana yang terdapat pada 
Pasal 2 UUPA maka pada Pasal 4 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa 
dengan adanya hak menguasai negara atas tanah maka ditentukanlah 
macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang 
baik sendiri maupun bersama-sama serta kepada badan hukum. 
Pengaturan mengenai hak penguasaan atas tanah terdapat dalam UUPA 
yang menetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas 
tanah dalam hukum tanah nasional.  
                                                           
     
1
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Penerbit Djambatan. 2003) Hlm. 6. 
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Hak-hak tersebut terdiri atas Hak bangsa Indonesia yang disebut 
dalam Pasal 1 UUPA sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, 
Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, Hak 
ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, dan yang 
terakhir Hak-hak perorangan atau individual yang kesemuanya  beraspek 
perdata yang diatur dalam Pasal 16 dan 53 UUPA, Hak milik yang sudah 
diwakafkan, dan Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan.2 
 
Hak-hak perorangan atas tanah yang salah satunya merupakan hak 
milik adalah hak yang paling kuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh 
orang-orang atas tanah.3 Seiring berjalannya waktu, hak milik atas tanah 
telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara dalam 
kehidupannya. Berdasarkan Pasal 2 UUPA dimana negara mengatur 
hubungan  hukum dan perbuatan hukum  antara orang-orang terkait 
dengan tanah maka telah di atur cara untuk memperoleh tanah yang 
dilakukan dengan dua cara yakni, permohonan hak dan pemindahan hak4, 
dimana yang paling sering dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan 
pemindahan hak  melalui jual beli.  
Menurut UUPA jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak 
untuk selama–lamanya yang bersifat tunai. Kemudian pada tataran teknis 
di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
                                                           
      
2
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, cetakan ke V. (Jakarta: Kencana, 
2009) Hlm. 75. 
     
3
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah (Jakarta: Kenacana, 2008) Hlm. 
31.  
     
4
 Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum  (Yogyakarta: Kreasi 
Total Media, 2007) Hlm. 99. 
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Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual beli tanah harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 
ayat (1) PP Nomor  24 Tahun 1997:  
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual–beli, tukar–menukar, hibah, pemasukan data 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak karena lelang 
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
 
Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 
Pasal 2 ayat (1):  
”PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan 
dasar  bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.” 
 
Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka pelaksanaan jual beli Hak 
atas Tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut perlu 
dilakukan kedua belah pihak  sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi 
jual beli sesuatu hak atas tanah dimana PPAT membuat akta jual beli dan 
yang  mendaftarkannya pada kantor pertanahan setempat sesuai dengan 
lokasi tanah.  
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Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat khususnya di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan 
yang notabene merupakan daerah yang mengalami peningkatan drastis 
dalam hal jual beli tanah dimana pada tahun 2012 nilai transaksi hanya 
hampir mencapai 5 Milliar sementara pada tahun 2013 nilai transaksi 
meningkat hingga hampir mencapai 12,5 Milliar5. Dari peningkatan 
tersebut,  praktik jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan 
pembeli masih terdapat masyarakat yang tidak melibatkan PPAT dalam 
transaksi jual beli tanah. Praktik jual beli tanah yang tidak melibatkan 
PPAT tersebut lebih dikenal dengan istilah praktik jual beli tanah di bawah 
tangan. 
Praktik jual beli tanah melalui akta di bawah tangan yang dilakukan 
masyarakat adalah dengan menggunakan kwitansi atau kertas sebagai 
media transaksi yang berisi perjanjian jual beli tanah yang di tandatangani 
kedua belah pihak serta beberapa saksi sebagai bukti telah terjadi jual 
beli. Adapula beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tanah 
dengan akta hanya dibuat dihadapan kepala desa. Bahkan hingga saat ini 
masih terdapat  masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas 
tanah yang masih atas nama pemilik yang lama.  
Bertolak dari fakta empiris jual beli tanah dengan perjanjian bawah 
tangan yang terjadi di masyarakat menjadi bukti tidak efektifnya hukum 
                                                           
     
5
 BPN, 2013, Data Aplikasi KKP dan SKMPP Badan Pertanahan Nasional. www.BPN.go.id. 
Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014, pada pukul 13.41 WITA. 
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yang berlaku. UUPA dan berbagai peraturan pemerintah terkait jual beli 
tanah hanya ditaati sebagian masyarakat. Keadaan tersebut merupakan 
suatu gejala yang mengindikasikan terjadinya perbedaan pola perilaku 
yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perilaku yang terjadi 
dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan social lag.6 
Terjadinya social lag dalam hal jual beli tanah melalui perjanjian di 
bawah tangan apabila ditinjau dari sosiologi hukum disebabkan karena 
tidak bekerja hukum dalam masyarakat. Untuk memahami bekerjanya 
hukum, dapat dilihat dari fungsi hukum yang dapat diamati dari beberapa 
sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol, fungsi hukum 
sebagai alat mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol 
pengetahuan, fungsi hukum sebagai intrumen politik dan fungsi hukum 
sebagai alat integrasi.7  
Apabila fungsi-fungsi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya 
maka bisa dipastikan hukum yang berlaku tidaklah efektif. Hal tersebut 
disebabkan karena berlakunya suatu undang-undang pada dasarnya tak 
serta merta menciptakan masyarakat yang taat akan hukum. Masyarakat 
yang sadar akan hukum belum tentu akan menaati hukum hukum yang 
berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Scholten bahwa kesadaran 
hukum (rechtsbewustzijin; legal consciousness) yang dimiliki masyarakat, 
                                                           
     
6
 Soerjono Soekanto,  Pokok-pokok Sosiologi Hukum  (Jakarta: CV. Rajawali, 1991). Hlm. 101. 
     
7
 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 37. 
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belum menjamin warga negara tersebut akan menaati suatu aturan hukum 
atau perundang-undangan.8 
Realitas ketidakefektifan hukum terkait dengan masih terdapatnya 
masyarakat di Kabupaten Soppeng yang melakukan transaksi jual beli 
tanah melalui akta dibawah tangan menimbulkan berbagai dampak. 
Dampak tersebut berupa tidak adanya kepastian hukum terhadap 
kepemilikan tanah yang diperjualbelikan melalui perjanjian bawah tangan.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah  
yang akan diteliti dirumuskan  sebagai  berikut: 
1. Apakah faktor yang menyebabkan jual beli tanah hak milik melalui 
akta di bawah tangan di Kabupaten Soppeng? 
2. Bagaimanakah dampak jual beli tanah hak milik melalui akta di 
bawah tangan di Kabupaten Soppeng? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian dalam  rangka  memenuhi  syarat  penulisan  
proposal ini adalah sebagai  berikut:  
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan jual beli tanah hak 
milik melalui akta di bawah tangan di Kabupaten Soppeng . 
2. Untuk mengetahui dampak jual beli tanah hak milik melalui akta di 
bawah tangan di Kabupaten Soppeng.  
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 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). 
(Jakarta: Kencana, 2009) Hlm. 300. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai  berikut: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya 
dalam kajian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak utamanya masyarakat Kabupaten 
Soppeng dan kalangan akademis yang memiliki perhatian serius 




















A. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang kajiannya bersifat 
empiris, yang mana memandang hukum sebagai kenyataan, kajian 
empiris mengkaji law in action, yang dunianya adalah das sein (apa 
kenyataannya).9 Itulah sebabnya mengapa sering juga dikatakan bahwa 
kajian filsafat hukum membawa kita “melangit”, sementara kajian empiris 
membawa kita membumi. Adapun fokus pendekatan sosiologis menurut 
Gerald Turke antara lain pada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial,  
pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social 
word” mereka, pada organisasi sosial serta pranata-pranata hukum,  
tentang bagaimana hukum dibuat dan tentang kondisi-kondisi sosial yang 
menimbulkan hukum.10  
Pendekatan sosiologi berusaha untuk mengembangkan 
pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan 
masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan 
digunakan metode yang berjenis-jenis, mencakup: studi statistik tentang 
data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis. Pendekatan 
sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di 
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 Achmad Ali & Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, ctk. Pertama 
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     10 Ibid. Hlm. 25-26. 
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bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum  menggunakan 
berbagai  teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah 
sociolegal melalui observasi dan pendeskripsian yang cermat. Sosiologi 
hukum utamanya menitikberatkan tantang bagaimana hukum melakukan 
interaksi di dalam masyarkat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya 
terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan 
hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan 
bagaimana hukum memengaruhi masyarakat.11 
 
B. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum, dan Efektivitas Hukum 
1. Kesadaran Hukum 
Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata 
dasarnya sadar, tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan 
mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: 
Kesadaran Hukum  mengacu ke cara-cara dimana orang-orang 
memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-
pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan 
orang-orang.12 Bagi Ewick dan Silbey,  kesadaran hukum  terbentuk 
dalam tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji 
secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan 
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 Ibid. Hlm. 29-30. 
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 Achmad Ali. Op. Cit.  hlm 510. 
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hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau 
asas.13 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran ada dua macam14, diantaranya: 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.  
Pendapat tersebut sejalan dengan rumusan Ewick dan Silbey 
tentang legal consciousness (kesadaran hukum) sebagai berikut: 
“The term „legal consciousness‟ is used by social scientists to refer 
to the ways in which people make sense of law and legal 
institutions, that is, the understandings which which give meaning to 
people‟s experiences and actions” 
 
Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuan sosial untuk 
mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan 
institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman makna kepada 
pengalaman dan tindakan orang-orang. Defenisi tentang kesadaran 
disempurnakan oleh Paul Scholten yang mengemukakan kesadaran 
hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin warga 
masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-
undangan.15 
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 Ibid. Hlm. 511. 
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 Ibid. Hlm. 298. 
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 Ibid. Hlm. 300. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan 
pentingnya hukum adalah: 
a. Adanya ketidak pastian hukum; 
b. Peraturan-peraturan bersifat statis; 
c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 
peraturan yang berlaku.16 
Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu yang menjadi 
fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah : 
a. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan 
dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi; 
b. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan 
hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk 
tindakan; 
c. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak 
sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam 
memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka 
lakukan.17 
2. Ketaatan Hukum 
Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran 
hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang diungkap oleh 
                                                           
     
16
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991) Hlm. 112 
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 Achmad Ali, Op. Cit.  Hlm. 342 
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beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran 
hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:18 
1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai 
ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan 
hukum yang disadari atau dipahami; 
2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam 
wujud menentang hukum atau melanggar hukum. 
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C 
Kelman (1966):19 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-
menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nila intristik yang dianutnya. 
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Selain jenis ketaatan yang diungkapkan oleh Kelman, terdapat satu 
jenis ketaatan yang merupakan pendapat Achmad Ali bahwa ketaatan 
yang paling mendasar sehingga seorang menaati atau tidak menaati 
hukum, adalah karena adanya kepentingan. Pendapat tersebut 
merupakan pengaruh dari mazhab hukum ekonomi, yang memandang 
berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, 
termasuk di dalamnya keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor 
biaya atau pengorbanan, serta keuntungan jika ia menaati hukum, juga 
faktor yang turut menentukan taat atau tidak taatnya seseorang terhadap 
hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, presepsi-presepsinya 
serta berbagai faktor subjektif lain.20  
 Sebagai bahan perbandingan, Achmad Ali dalam bukunya 
mengutip karya editor Christopher Berry Gray, Volume I tentang 
compliance  dalam buku The Philosophy of Law An Encyclopedia bahwa 
paling tidaknya, ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum. 
a. Merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara untuk 
melakukan yang terbaik yaitu untuk senantiasa menaati hukum, 
kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin 
kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul 
dalam pemerintahan rezim yang lalim.  
b. Kewajiban utama bagi setiap orang (prima facie) adalah kewajiban 
untuk menaati hukum.  
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c. Bahwa warga negara hanya mempunyai kewajiban moral untuk 
menaati hukum, jika hukum itu benar dan tidak terikat untuk 
menaati hukum.21 
3. Efektivitas Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas diartikan 
sebagai keefektifan. Hal ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk 
menentukan apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai 
tujuan yang diinginkan atau diharapkan sebelumnya. Apabila arti kata 
efektivitas di atas kemudian dikaitkan dengan efektivitas UUPA dan 
peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan pertanahan di 
Kabupaten Soppeng  maka batasan yang dimaksud adalah bahwa aturan-
aturan tersebut akan mewujudkan tujuan dimana masyarakat melakukan 
perjanjian jual beli tanah dengan  melibatkan PPAT.  
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 
pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu 
ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun 
dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat 
dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.22  
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Menurut  Achmad Ali,  bahwa ukuran untuk menentukan efektif 
atau tidaknya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sangat 
bergantung pada dua hal: 23 
1. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. 
2. Meskipun sebagian masyarakat terlihat menaati hukum, maka 
ukuran kualitas efektivitas aturan itu masih dapat dipertanyakan. 
Misalnya, apabila sebagian warga masyarakat menaati suatu 
aturan karena compliance atau identification, maka kualitas 
keefektifan suatu aturan itu masih rendah. Sebaliknya semakin 
banyak warga masyarakat yang menaati hukum yang bersifat 
internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan 
tersebut. 
 
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya 
takut sanksi maka derajat ketaatannya sangat rendah karena 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda jika ketaatan 
yang besifat Internalization, yang ketaatanya karena aturan hukum 
tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka 
derajat ketaatanya yang tertinggi. 
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C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan, ketaatan dan 
efektivitas hukum 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum memiliki 
pengaruh posiif dan negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, 
maka faktor penegak hukum mempunyai titik sentral. Hal itu disebabkan 
oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya 
dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai 
golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.24  
Menurut C.G Howard dan R.S Muners, faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu antara lain:25 
1. Relevansi aturan hukum secara umum,dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut; 
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukanya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturanya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti; 
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. 
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, 
mampu mengetahu keberadaan suatu aturan hukum dan 
substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal; 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
seyogiyanya aturanya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar. (Jakarta; Grafindo Persada, 2005) Hlm. 69. 
       
25
 Achmad Ali, Op. Cit. Hlm. 376-377. 
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lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan (mandatur); 
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi 
yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum 
tentu tepat untuk tujuan lain; 
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-
undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di 
Indonesia saat ini terlalu berat jika dibandingkan dengan jumlah 
penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk 
mengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang 
pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu 
dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan 
untuk suatu jenis kejahatan tentunya akan berakibat warga 
masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut; 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap 
(Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). 
Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah 
mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui 
proses hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering 
dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan 
dibuktikan; 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang 
menjadi target diberlakukanya aturan tersebut. Aturan hukum yang 
efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan 
sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma 
lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau 
kebiasaan ,dan lainya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang 
oleh norma lain, akan lebih tidak efektif; 
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum 
untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari 
tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya 
yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan 
penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapanya 
terhadap suatu kasus konkret; 
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10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang 
minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efekfifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat 
dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat; 
 
Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
dari suatu aturan hukum atau perundang-undangan adalah sebagai 
berikut: 26 
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
yang ada di masyarakat. 
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan,yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instansi 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
D. Tanah 
1. Pengertian Tanah 
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi menurut 
penjelasan pasal 1 UUPA. Sementara hak atas tanah adalah hak atas 
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas dan berdimensi dua 
dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai 
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oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk 
digunakan atau dimanfaatkan.  
Dengan demikian makna yang di punyai dengan hak atas tanah itu 
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. 
Tetapi wewenang menggunakan bersumber pada hak tersebut diperluas  
hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah 
tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. Tubuh bumi dan air serta 
ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya dan itupun 
ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2): 
“Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas 
menurut undang-undang ini (yaitu; UUPA) dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi” 
 
Sedalam berapa tubuh bumi ini boleh digunakan dan setinggi berapa 
ruang yang ada di atasnya boleh, dalam batas-batas kewajaran, 
perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan 
pemegang hak serta ketentuan peraturan perundang haknya serta 
ketentuan peraturan perundang-undangangan yang bersangkutan. 
Penggunaan tubuh bumi harus ada hubungannya langsung dengan 
gedung yang di bangun yang di bangun di atas tanah yang bersangkutan. 
Misalnya untuk pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang 
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parkir, dan keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan 
dan penggunaan gedung yang dibangun.27 
2. Pendaftaran Tanah 
Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 
merupakan prasarat dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi 
berbagai masalah pertanahan.28 Pendaftaran tanah ditujukan untuk 
memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak 
atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen untuk 
penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen 
pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendaftaran hak-
hak atas tanah merupakan jaminan dari negara, dan merupakan suatu 
instrumen penting untuk perlindungan pemilik tanah.  
Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan dalam 
pendaftaran tanah (maintinance)29. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran 
tanah yang belum di daftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997. Objek dari pendaftaran tanah untukpertama kali adalah 
tanah negara dan tanah bekas hak milik adat.  
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 Boedi Harsono. Log. Cit . Hlm. 18-19.  
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 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafiika, 2012) Hlm. 59. 
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 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cetakan I (Jakarta: 
Universitas Trisakti, 2002) Hlm 460.  
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Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 
sparodik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak 
yang meliputi semua objek semua pendaftaran yang belum di daftar 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 
Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa 
pemerintah berdasarkan  pada suatu rencana kerja jangka panjang dan 
tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 
Mentri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).30 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran 
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan 
secara individual atau massal. Di dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik inisiatif datangnya dari pemilik tanah secara individual atau juga 
dilakukan oleh beberapa pemilik tanah (massal) dengan biaya dari pemilik 
tanah.31 
Penerbitan sertifikat tanah adalah hal terpenting bagi para pemilik 
tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dan biaya yang murah sesuai 
dengan amanat peraturan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan 
Nasional. Hal ini sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah, antara lain 
sederhana, dan terjangkau. Sederhana artinya prosedur penerbitan harus 
                                                           
     
30
 Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 
Hlm. 136 
     
31
 Ibid, Hlm. 60. 
23 
 
mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan terjangkau 
artinya biaya pendaftaran tanah harus memperhatikan kemampuan 
masyarakat eknomi lemah, khususnya golongan tidak mampu.32  
3. Sertifikat Tanah 
Dalam rangka untuk memberikan kepastian  dan perlindungan 
hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan 
diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi 
informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-
bidang tanah tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan terbukti untuk umum 
(asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi 
pertanahan, maka setiap bidang tanah atau satuan rumah susun, 
termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah, dan hak 
milik satuan rumah susun wajib daftar.33 
Sertifikat tanah adalah surat tanda hak atas tanah yang merupakan 
suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah 
secara perorangan atau bersama yang namanya ditulis didalamnya 
skaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang 
tanah tersebut. Dalam bahasa Inggris sertifikat tanah disebut dengan title 
deed, pemilikan atas tanah biasa disebut land ownership.34  
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E.  Jenis-jenis Hak Atas Tanah 
Hak-hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada 
yang bersangkutan untuk mempergunakannya (pasal 4 ayat 2 UUPA), 
semuanya dengan memperhatikan akan fungsi hak atas tanah yang 
berfungsi sosial (pasal 6 UUPA). Prinsip yang terdapat dalam ketentuan 
ini adalah prinsip dwi tunggal, artinya dalam hak seseorang itu terkandung 
juga hak dari masyarakat. Dengan demikian setiap orang harus dan tidak 
dapat mengelak jika suatu saat hak dari masyarakat tersebut lebih kuat 
sehingga hak itu harus mengalah kepada kepentingan umum, baik karena 
pencabutan maupun karena tersebut ditelantarkan.  
Disamping itu, untuk mengukur luasnya hak tersebut maka dapat 
sebutkan bahwa dikalangan para teorisi hak-hak tanah dikenal ada dua 
ukuran, yaitu right of disposal dan right to use. Right of disposal adalah 
hak untuk mengasingkan, termasuk di dalamnya, memindahkan haknya 
kepada orang lain, mengikatkan hak itu untuk jaminan hutang, 
melepaskan hak itu kembali menjadi tanah yang di kuasai negara 
sedangkan right to use adalah hak untuk mempergunakannya menurut 
kehendak dan kepentingannya sendiri. Kedua hak tersebut pada 
umumnya terdapat pada setiap hak atas tanah, baik dengan keluasannya 
maupun yang terbatas.35 
Dari prinsip-prinsip tersebut, maka lahirlah hak-hak atas tanah yang 
peruntukannya dibedakan pada jenis pemanfaatannya, serta pada pribadi-
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pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya. Secara umum ketentuan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; 
a. Hak Milik, merupakan hak terpenuh dan paling kuat serta bersifat 
turun temurun. Hak milik bersifat terkuat dan terpenuh, namun hak 
tersebut tidak menjadikannya tidak berbatas karena adanya fungsi 
sosial dari tanah.36 
b. Hak Guna Usaha, yang merupakan hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu 
tertentu, yang dapat diberikan baik pada warga negara Indonesia 
tunggal maupun badan hukum Indonesia yang di dirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
c. Hak Guna Bangunan, yang merupakan hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 
untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapat dimiliki baik oleh 
warga negara Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia 
yang di dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. 
d. Hak Pakai, yang merupakan hak untuk menggunakan dan atau 
memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai 
langsung oleh negara, yang bukan sewa-menyewa atau 
pengolahan tanah, yang dapat diberikan kepada warga negara 
Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia yang di dirikan 
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menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing 
yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
e. Hak sewa 
f. Hak membuka tanah 
g. Hak memungut hasil hutan 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 
dan akan di tetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara seperti Hak gadai, Hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang dan hak sewa usaha pertanian.  
Sebagai hak yang terkuat dan terpenuh, hak milik dapat dipunyai 
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu 
merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat di ganggu 
gugat. Bahwa hak milik merupakan hak yang kuat, berarti hak itu mudah 
di hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh 
karena itu hak tersebut wajib di daftar.37 
Hak yang mempunyai sifat turun temurun, artinya dapat diwarisi oleh 
ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak di tentukan 
jangka waktunya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan. Hak milik 
tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang memilikinya, 
melainkan kepemiilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia 
meninggal dunia. Tanah yang menjadi objek hak milik (hubungan 
                                                           
     
37
 Ibid. Hlm 55. 
27 
 
hukumnya) selalu tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik 
tidak berganti-ganti melainkan tetap sama.38  
Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah yang hanya berlaku 
bagi warga negara Indonesia ini dapat diketahui di dalam penjelasan 
umum UUPA, bahwa pemilikan tanah dipakai asas kebangsaan, yang 
ditegaskan bahwa sesuai dengan asas kebangsaaan tersebut maka 
hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditentukan 
pemerintah yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.39 Hak milik oleh 
warga negara asing dilarang dan hanya dapat mempunyai tanah dengan 
hak pakai yang luasnya terbatas.40 
E. Jual Beli Tanah 
 Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan 
suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan 
barang yang dikehendaki secara sukarela. Pada Pasal 1457 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa jual 
beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebedaan dan pihak lain membayar 
harga yang telah dijanjikan.  
Berdasarkan perumusan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan, 
bahwa penjual dan pembeli terdapat hak dan kewajiban masing-masing. 
Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual sedangkan 
                                                           
     
38
 Ibid. Hlm 55. 
     
39
 Sudaryo Soimin, Op. Cit, Hlm. 3-4.  
    
40
 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1994) Hlm. 3 
28 
 
pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli 
kepada penjual.41 Jual beli dapat diartikan pula adalah suatu persetujuan 
kehendak, antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang dan harga.  
Terkait dengan jual beli tanah, UUPA tidak menerangkan secara 
jelas, akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa 
hukum tanah nasional adalah hukum adat, berarti menggunakan 
konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat. Maka 
pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah menurut 
pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Hukum adat yang 
dimaksud pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum yang telah di saneer yang 
dihilangkan dari cacatnya atau hukum adat yang sudah disempurnakan 
atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi 
sifat nasional.  
Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan 
perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai 
berarti bahwa  penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada 
saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata 
dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam 
putusan MA Nomor 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971. Jual beli 
dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di hadapan 
kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah 
yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang 
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dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan 
oleh kepala desa, karena kepala desa dianggap orang yang mengetahui 
hukum dan kehadiran kepala desa mewakili warga masyarakat desa 
tersebut. Sekarang sifat terang berarti jual beli dilakukan menurut 
peraturan tertulis yang berlaku.  
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan 
PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli 
dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang. Akta jual beli yang ditanda 
tangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual 
kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah 
memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil 
perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan.  
Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan 
hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran 
harganya. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan 
hukum pemidahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa 
penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang haknya yang baru.  
Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.  
a. Syarat Materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 
tersebut, antara lain sebagai berikut; 
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1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan, 
maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus 
memenuhi syarat untuk membeli tanah yang akan dibelinya; 
2) Pembeli berhak menjual tanah yang bersangkutan, 
maksudnya yang berhak menjual suatu bidang tanah adalah 
pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang 
disebut pemilik; 
3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan 
tidak sedang dalam sengketa. Mengenai tanah hak yang 
dapat diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA yaitu 
Hak Milik (Pasal 20), Hak Guna Usaha (Pasal 28), Hak Guna 
Bangunan (Pasal 35), Hak Pakai (Pasal 41).  
b. Syarat Formil adalah suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan 
PPAT yang bertujuan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian 
yang bermaksud memindahkan hak atas tanah. Setelah akta 
dibuat, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak akta tersbut 
ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor 
pendaftaran tanah untuk pendaftaran pemindahan hak sesuai 
dengan ketentusn Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah42. 
 
 
                                                           
     
42
 Ibid. Hlm. 76-79.  
31 
 
F. Akta di Bawah Tangan 
Menurut Pasal 1313 KUHPer Perjanjian adalah Perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua 
orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan 
kewajiban masing-masing pihak.    
Herzien Inlandsch Reglement atau Hukum Acara Perdata mengenal 
5 macam alat bukti yang sah pada Pasal 164, yaitu surat, saksi, 
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Perjanjian di bawah tangan 
termasuk sebagai alat bukti surat. Alat bukti surat tersebut kemudian akan 
melahirkan suatu akta yakni onderhands atau yang biasa disebut akta 
dibawah tangan.  
Dalam teori hukum dikenal dua jenis akta, yaitu akta autentik dan 
akta di bawah tangan. Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 
1868 KUHPer dan Pasal 285 Rbg. Akta autentik berdasarkan pasal-pasal 
dalam beberapa peraturan ini memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi 
kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak 
darinya. Alat bukti di bawah tangan tidak diatur di dalam HIR, namun di 
atur dalam Staatsblad 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, dan Pasal 
286 sampai Pasal 305 RBg. Akta di bawah tangan diakui dalam 
KUHPerdata.43  
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Kekuatan pembuktian antara akta autentik dengan akta di bawah 
tangan memiliki perbedaan. Kekuatan pembuktian formal pada akta 
autentik memiliki kepastian hukum, karena akta tersebut dibuat dihadapan 
pejabat yang berwenang. Adapun untuk akta di bawah tangan, dalam hal 
pembuktian sangat terkait dengan tanda tangan. Jika tanda tangan 
tersebut diakui, akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang 
sempurna. kekuatan yang dimiliki tanda tangan bukan kekuatan 
pembuktian lahir yang kuat karena terdapat kemungkinan disangkal.  
Sehubungan dengan keabsahan akta di bawah tangan dapat ditinjau 
dari dua hal:44 
1. Secara umum di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi 
yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di 
depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak 
sah menurut hukum, sehingga para pihak tidak perlu mendapat 
perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain 
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
598/K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971, Keputusan 
Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1972 
tertanggal 14 Maret 1973, Keputusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juli 
1973.  
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2. Secara khusus dalam aturan tentang pendaftaran tanah, di 
dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar 
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah akta jual 
beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan dalam 
perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak 














BAB  III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Soppeng dengan pertimbangan 
bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Kabupaten 
Soppeng. Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng, Pengadilan Negeri 
Watansoppeng dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Donri-Donri, 
Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lalabata. 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pegawai Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng, seluruh pegawai Pengadilan 
Negeri Watansoppeng dan masyarakat yang berada di Kecamatan Donri-
Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan 
Lalabata  Kabupaten Soppeng. Berdasarkan populasi tersebut peneliti 
menentukan  sampel sebanyak 10 orang masyarakat yang melakukan 
perjanjian jual beli tanah melalui perjanjian bawah tangan, 10 orang yang 
melakukan jual beli tanah sampai pada tahap akta jual beli dan 10 orang 





C. Jenis dan Sumber Data 
Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber data, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian 
ini dapat dilakukan melalui pengumpulan: 
1. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan 
dilapangan melalui pemilihan sampel secara  purposive di 
Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan 
Marioriawa dan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Selain 
itu data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan pegawai 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Soppeng, Pegawai 
Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, Camat Kecamatan Donri-
Donri dan Kepala Desa Donri-Donri.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji 
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa 
buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, 








D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan 
yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
E. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dipaparkan secara 
deskriptif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan objek 
yang akan disusun secara logis. Selanjutnya dari pengumpulan data dan 
hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas akan disusun dalam 
suatu laporan hasil penelitian mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian penulis adalah di Kabupaten Soppeng yang 
merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Letak 
geografis dari Kabupaten Soppeng adalah 040 060 0000 - 040 320 0000 
Lintang Selatan dan 1190 470 1800 – 1200 080 130 Bujur Timur. Batas-batas 
wilayah dari Kabupaten Soppeng adalah sebelah utara Kabupaten 
Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo, sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, Sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Bone dan sebelah barat dengan 
berbatasan Kabupaten Barru.  
 Ibu kota kabupaten Soppeng terletak di Watansoppeng. Kabupaten 
Soppeng dibagi menjadi 8 Kecamatan terdiri dari 49 Desa, 21 Kelurahan, 
124 Dusun dan 39 Lingkungan. luas wilayah Kabupaten Soppeng adalah 
1.359,44 Km2 dan berpenduduk sebanyak 223.826 jiwa (sensus penduduk 
Tahun 2010). Kabupaten Soppeng terletak pada depresiasi sungai 
Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 










Banyaknya Desa dan Kelurahan 
Desa Kelurahan Jumlah 
Marioriwawo 300 20,0 11 2 13 
Lalabata 278 18,5 3 7 10 
Liliriaja 95 6,4 5 3 8 
Ganra 57 3,8 4 - 4 
Citta 40 2,7 4 - 4 
Lilirilau 167 12,5 9 4 12 
Donri-donri 222 14,6 9 - 9 
Marioriawa 320 21,3 5 5 10 
Jumlah 1500 100 49 21 70 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 
 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang 
terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Marioriawa dengan luas 320 Km2  
sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Citta 40 
Km2. Penduduk Kabupaten Soppeng terdiri dari beberapa suku antara lain 
Bugis, Makassar, Mandar dan Gorontalo serta ras keturunan Cina. 
Adapun jumlah penduduk berdasarkan hasil pencatatan registrasi tahun 
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2012 berjumlah 226.202 jiwa, untuk lebih terinci dapat dilihat pada tabel 
dibawah. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng 
Kecamatan Luas (Km2) Jumlah 
Marioriwawo 300 44780 
Lalabata 278 44740 
Liliriaja 96 27250 
Ganra 57 11421 
Citta 40 8054 
Lilirilau 167 36607 
Donri-donri 222 23163 
Marioriawa 320 26157 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 8 kecamatan di 
Kabupaten Soppeng jumlah penduduk yang paling banyak adalah di 
Kecamatan Lalabata dengan jumlah penduduk sebesar 44740 jiwa 
sementara jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Citta 
dengan jumlah penduduk 8054.  
 Adapun jenis penggunaan tanah di Kabupaten Soppeng sangat 
bervariasi hal tersebut di sebabkan oleh jenis tanah itu sendiri dan 
kebutuhan masyarakat yang beragam. Rata-rata masyarakat 
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menggunakan tanah untuk permukiman, kegiatan perkebunan, kegiatan 
pertanian dan industri. Sebagian besar masyarakat menggunakan tanah 
untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Seiring dengan penggunaan 
tanah tersebut terjadi peningkatan drastis terhadap jual beli tanah di 
Kabupaten Soppeng yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
Grafik 1. Transaksi Jual Beli Tanah di Kabupaten Soppeng 
 
Sumber: Data Aplikasi KKP Badan Pertanahan Nasional 
Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang 
cukup signifikan terhadap jual beli tanah. Pada tahun 2011 jumlah 
transaksi tidak sampai 50 transaksi dengan nilai transaksi tidak mencukupi 
2,5 Milliar. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan dimana nilai transaksi 
sudah hampir mencapai 5 Milliar atau setengah dari tahun sebelumnya. 
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Kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan drastis hampir mencapai 
12,5 Milliar dengan jumlah transaksi hampir mencapai angka 250. Selain 
transaksi jual beli tanah, luas bidang tanah yang bersertifikat hak milik 
merupakan luas bidang tanah yang paling luas di Kabupaten Soppeng 
yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Sumber: Data Aplikasi KKP Badan Pertanahan Nasional 
 
Grafik di atas menunjukka bahwa luas bidang tanah bersertifikat 
paling banyak di Kabupaten Soppeng adalah hak milik dengan presentase 
49,53% dan yang paling sedikit adalah hak pengelolaan dengan 
presentase 0,10% dan hak wakaf tidak ada sama sekali. Jadi berdasarkan 
grafik peningkatan transaksi jual beli tanah yang semakin meningkat serta 




luasnya tanah dengan sertifikat hak milik dapat diketahui bahwa 
masyarakat Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dalam hal jual 
beli beli tanah dan luasnya bidang tanah yang bersertifikat hak milik 
mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Sopeng telah mengetahui 
tentang pendaftaran tanah.  
 
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Jual Beli Tanah Hak Milik Melalui     
Akta di Bawah Tangan di Kabupaten Soppeng 
Akta di bawah tangan atau onderhands acte adalah akta yang dibuat 
tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan 
ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian45.  
Akta yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Overshrijving 
Ambtenaar) tersebut diatas dikenal dengan akta di bawah tangan. Dimana 
dengan dibuatnya akta  tersebut maka pada saat itu telah terjadi 
pemindahan hak dari pemegang hak sebagai penjual kepada pembeli 
sebagai pemegang hak yang baru.  
Mengutip pendapat Boedi Harsono terkait jual beli tanah yang 
dilakukan tanpa akta PPAT adalah sah dan mengakibatkan beralihnya hak 
milik atas tanah asalkan jual beli itu memenuhi syarat-syarat materil baik 
mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya46. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ahli pertanahan yakni 
                                                           
     
45
 R. Soeroso. Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. 
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010) Hlm. 8 
     
46
 Adrian Sutedi. Op. Cit. Hlm. 137.  
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Suriyaman Mustari Pide47 yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan 
adalah sah apabila para pihak cakap dan ada objek yang diperjualbelikan 
dalam hal ini adalah tanah yang tidak sedang bersengketa. Kecapakan 
dalam akta di bawah tangan dapat diterima dalam hal peralihan hak. 
Selain itu, dalam hal jual beli tanah berlaku asas pacta sunt servanda 
yakni setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak 
yang melakukan perjanjian.  
Terkait dengan hal tersebut menurut Andy Hartanto peralihan hak 
atas tanah dalam bentuk jual beli harus memenuhi beberapa syarat yang 
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka akan 
membawa konsekuensi pada legalitas jual beli hak atas tanah tersebut. 
Syarat jual beli hak atas tanah melalui jual beli terdiri atas syarat meteril 
dan syarat formil. Syarat materil tertuju pada subjek dan objek hak yang 
akan diperjualbelikan, dimana pemegang hak atas tanah harus 
mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah, pembeli 
adalah orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah dan 
tanah yang akan diperjualbelikan tidak sedang bersengketa48.  
Syarat formil dalam hal jual beli hak atas tanah adalah formalitas 
transaksi jual beli. Formalitas tersebut meliputi akta yang menjadi bukti 
perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. 
Dalam hal jual beli tanah, pejabat yang berwenang membuat akta adalah 
                                                           
      47 Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, pada pukul 14.00 WITA. 
     
48
 Andy Hartanto. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak 
Atas Tanahnya (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2014)  Hlm. 86. 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Transaksi 
jual beli tanah yang dilakukan dengan memenuhi syarat materil dan formil 
akan memberikan konsekuensi yuridis berupa kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah. 
Transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat hingga 
saat ini pada kenyataannya dilakukan dengan beberapa praktik jual beli, 
baik yang telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil maupun yang 
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Berdasarkan penelitian yang 
penulis lakukan dilapangan yakni di Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan 
Lilirilau, Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lalabata  Kabupaten 
Soppeng, dimana penulis mengklasifikasikan praktik jual beli tanah yang  
dilakukan masyarakat.  
Praktik pertama adalah jual beli melalui akta di bawah tangan, kedua 
jual beli beli tanah yang hanya sampai pada tahap pembuatan akta jual 
beli dan yang ketiga jual beli tanah yang sampai pada tahap balik nama 
atau mendaftarkan tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional. Adapun 
sampel masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah 







Tabel 4. Jual Beli Tanah Melalui Akta di Bawah Tangan 
No Kategori Frekuensi Presentase 
1 Tertulis dan ada saksi 5 50% 
2 Kwitansi 3 30% 
3 Lisan 2 20% 
Total 10 100% 
Sumber: Data primer diolah Tahun 2014 
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 sampel masyarakat 
yang melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan 
kecendrungan yang paling banyak dilakukan adalah secara tertulis 
dengan format yang dibuat sendiri dan dihadiri beberapa saksi dengan 
presentase 50%, kemudian melalui kwitansi dengan presentase 30% dan 
secara lisan dengan presentase 20%.  
Sampel yang melakukan jual beli secara tertulis telah mengetahui 
pentingnya bukti dan saksi pada jual beli tanah namun tidak dilakukan 
susuai prosedur yang benar, sampel yang melakukan jual beli dengan 
kwitansi juga telah mengetahui pentingnya bukti dan saksi pada jual beli 
tanah namun media yang digunakan adalah kwitansi yang pada dasarnya 
telah memiliki format sehingga lebih mudah dilakukan transaksi 
sedangkan yang melakukan jual beli secara lisan, terdapat sampel yang 
tidak mengetahui prosedur dan ada pula yang telah mengetahuinya 
namun karena faktor yang kepercayaan yang masih tinggi maka hanya 
dilakukan secara lisan. Terdapat pula kecendrungan bahwa masyarakat 
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yang melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan disebabkan 
karena tidak adanya sertifikat hak atas tanah terhadap tanah yang 
diperjualbelikan.  
Berdasarkan data diatas dan  wawancara yang penulis lakukan 
dengan sampel diperoleh berbagai faktor-faktor penyebab dilakukannya 
jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah tangan. Faktor pertama 
adalah masalah biaya, proses jual beli tanah yang melibatkan pejabat 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana tidak semua masyarakat 
memiliki keadaan ekonomi yang sama sehingga masyarakat yang 
keadaan ekonominya lemah tentu memilih tidak melibatkan PPAT yang 
berujung pada tidak di daftarkannya tanah tersebut di BPN. 
Dari segi yuridis pada dasarnya masyarakat yang tingkat 
ekonominya lemah dalam hal mewujudkan kepastian hukum kepemilikan 
hak atas tanahnya dapat diberi kemudahan dalam hal biaya. Hal tersebut 
telah di atur pada Pasal 19 ayat 4 UUPA yang menyatakan bahwa:  
Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan 
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut. 
 
Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 2 Tahun 1978: 
Atas permohonan yang bersangkutan, Gubernur KDH dapat 
membebaskan pemohon dari pembayaran sebagian atau seluruh 
biaya yang ditetapkan dalam peraturan ini, jika dapat membuktikan ia 




Terkait ketentuan di atas, maka Gubernur memiliki kewenangan 
untuk merekomendasikan pembebasan pendaftaran tanah bagi 
masyarakat yang tidak mampu, dengan pertimbangan bahwa untuk 
mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak bagi masyarakat yang 
kurang mampu pada hak atas tanah yang dimilikinya49. Meskipun terdapat 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan kegiatan 
pendaftaran tanah pertama kali dan ditujukan bagi masyarakat ekonomi 
lemah namun hal tersebut tetap menjadi kendala bagi masyarakat terkait 
biaya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Usman Ahmad50 selaku 
camat Kecamatan Donri-Donri bahwa pemahaman masyarakat terkait  
PRONA adalah pendaftaran tanah gratis yang sama sekali tidak dipungut 
biaya padahal biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak atau alat bukti 
perolehan penguasaan tanah, patok batas, materai, Bukti Setor Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) 
menjadi tanggung jawab peserta PRONA.  
Sehingga meskipun terdapat program pemerintah seperti PRONA 
yang pada dasarnya memberi kemudahan dari segi biaya bagi 
pendaftaran tanah, namun bagi masyarakat yang belum memiliki alas hak 
berupa akta jual beli yang harus dilakukan dengan melibatkan PPAT atau 
camat selaku PPAT sementara tentu tetap harus mengeluarkan biaya 
karena alas hak tidak di tanggung pada program PRONA.  
                                                           
     
49
 Suriyaman Mustari Pide. Quo Vadis Pendaftaran Tanah. (Makassar: PUKAP, 2009) Hlm. 35. 
     50 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Januari 2014, pada pukul 13.00 WITA. 
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Biaya yang merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan jual 
beli tanah melalui akta di bawah tangan apabila ditinjau dari sosiologi 
hukum sesuai dengan pendapat Achmad Ali bahwa ketaatan yang paling 
mendasar sehingga seorang menaati atau tidak menaati hukum, adalah 
karena adanya kepentingan. Pendapat tersebut merupakan pengaruh dari 
mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi 
sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya 
keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor biaya atau 
pengorbanan, serta keuntungan jika ia menaati hukum. 
Faktor kedua adalah terkait pengetahuan masyarakat mengenai tata 
cara jual beli dan pendaftaran tanah, faktor ketiga ini pada dasarnya tidak 
lagi menjadi faktor yang begitu berpengaruh. Hal tersebut disebabkan 
karena berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor BPN 
Kabupaten Soppeng terjadi peningkatan  pada jumlah sertifikasi tanah dari 





Grafik 3. Peningkatan Jumlah Sertifikasi Tanah di Kabupaten Soppeng
 
Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan dari 
tahun ke tahun terhadap sertifikasi tanah, di tahun 2010 jumlah sertifikasi 
tanah sebanyak 1321 sampai pada tahun 2013 mengalami mencapai 
1593. Peningkatan tersebut meskipun tidak begitu signifikan namun tetap 
mengindikasikan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam 
pendaftaran tanah.  Terkait dengan hal itu apabila masyarakat telah 
mendaftarkan tanahnya maka masyarakat tersebut telah melalui proses 
jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan dilibatkannya 
PPAT.  
Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Abu 
Bakar51 Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten 
Soppeng yang menyatakan bahwa setelah masyarakat melakukan 
sertifikasi tanah di BPN berarti proses sebelum disertifikatkan sudah 
benar, seperti dilakukan di hadapan PPAT atau camat. Meskipun 
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demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih ada 
masyarakat yang belum mengetahui prosedur tersebut karena tingkat 
pendidikan yang rendah. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Subhan Zainal 
Mutaqqin52 yang merupakan juru sita Pengadilan Negeri Watansoppeng 
menyatakan bahwa latar belakang pendidikan yang berhubungan erat 
dengan pengetahuan tata cara jual beli  tanah memang merupakan salah 
satu yang faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli tanah 
dengan akta di bawah tangan, namun yang menjadi faktor utama adalah 
pola pikir masyarakat yang menganggap sepele transaksi jual beli tanah 
sesuai dengan aturan yang berlaku  dan tidak berpikir panjang mengenai 
dampak yang ditimbulkan apabila jual beli tanah yang mereka lakukan 
pada akhirnya bermasalah karena tidak adanya alat bukti yang sah terkait 
jual beli tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut maka peran aktif dari Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Soppeng sangat penting dalam meningkatkan 
sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah dan 
prosedurnya, baik kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 
yang terpencil maupun kepada masyarakat yang telah mengetahui 
prosedur namun tidak memiliki motivasi untuk mendaftarkan tanahnya 
sebagai bentuk kesadaran dan ketaatan hukum.  
                                                           
     52 Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2014, pada pukul 13.00 WITA 
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Selain BPN  peran aktif Camat dan Kepala Desa sebagai pemimpin 
yang paling mudah diakses masyarakat untuk tetap menghimbau 
masyarakat khususnya masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktik jual 
beli tanah melalui akta di bawah tangan dengan melibatkan pejabat yang 
berwenang yakni PPAT dalam hal jual beli tanahnya.  
Faktor ketiga berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui faktor 
lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan jual beli 
dengan akta di bawah tangan adalah karena motivasi masyarakat. 
Masyarakat menganggap bahwa dengan melibatkan pejabat yang 
berwenang sampai dengan adanya sertifikat hak atas tanah tidak 
memberikan pengaruh terhadap jual beli yang mereka lakukan. Pengaruh 
yang dimaksud adalah dengan masih tingginya rasa saling percaya antara 
masyarakat yang melakukan jual beli tanah maka mereka meyakini suatu 
saat tidak akan timbul konflik terhadap tanah sebagai objek yang diperjual 
belikan.  
Masyarakat  pada dasarnya telah mengetahui prosedur transaksi jual 
beli tanah dan pendaftaran tanah. Namun pada kenyataannya masyarakat 
masih memilih untuk tidak mengikuti ketentuan tersebut secara 
keseluruhan dikarenakan berbagai faktor. Masyarakat telah melakukan 
jual beli tanah di hadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, baik 
pada PPAT atau PPAT sementara yakni Camat namun setelah proses 
akta jual beli yang dibuat oleh PPAT kemudian tidak daftarkan ke BPN 
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untuk balik nama. Adapun sampel masyarakat yang melakukan praktik 
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah: 
Tabel 5. Jual Beli Tanah Sampai Pada Akta Jual Beli 
No Alasan Frekuensi Presentase 
1 Akta jual beli sudah 
cukup sebagai bukti 
4 40% 
2 Dana 6 60& 
Total 10 100% 
Sumber: Data primer diolah tahun 2014 
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 sampel masyarakat 
yang melakukan jual beli tanah hanya sampai pada akta jual beli 40% 
diantaranya mengganggap akta jual beli sudah cukup sebagai bukti dan 
60% sisanya alasannya terkait dengan masalah dana. 
Berdasarkan data diatas dan wawancara yang dilakukan dengan 
sampel, tidak dilakukannya balik `nama di Kantor  Pertanahan memiliki 2 
(dua) faktor penyebab. Pertama karena  masyarakat menganggap akta 
jual beli yang dibuat PPAT atau camat sebagai PPAT sementara sudah 
cukup membuktikan kepemilkannya sehingga tidak perlu dilakukan balik 
nama,  kedua karena dana yang dimiliki belum mencukupi untuk di 
teruskan pada tahap balik nama sehingga  pembuatan akta jual beli dan 
balik nama secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi keuangan. 
Pengurusan secara bertahap antara akta jual beli dan balik nama 
memang memberikan kemudahan pada masyarakat terkait dengan faktor 
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biaya, namun cara tersebut  telah  menyalahi prosedur pendaftaran tanah 
dimana penyerahan akta jual beli harus diserahkan selambat-lambatnya 7 
(Tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta jual beli sesuai dengan 
Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.  
Faktanya yang terjadi di masyarakat, beberapa diantaranya dalam 
hal penyerahan akta jual beli ke BPN untuk balik nama memakan lebih 
banyak waktu, bahkan salah satu responden menyatakan baru 
menyerahkan akta jual belinya untuk balik nama setelah 3 tahun sejak 
penandatanganan akta. Meskipun demikian BPN Kabupaten Soppeng 
tetap menerima masyarakat yang baru akan mensertifikatkan tanahnya 
meskipun penandatanganan akta jual beli telah lewat 7 hari. Hal tersebut 
sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Abu Bakar53  Pegawai 
BPN Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah 7 
hari setelah penandatanganan akta merupakan suatu keharusan. Namun 
apabila lebih adalah kelalaian masyarakat sendiri. Masyarakat sudah 
disarankan, meskipun demikian ketika masyarakat datang  setelah lewat 
dari 7 hari tetap di terima untuk mendaftarkan tanahnya.  
Meskipun pada akhirnya BPN tetap menerima untuk disertifikatkan, 
cara tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik apabila jarak antara 
pengurusan akta jual beli dan balik nama memakan waktu sampai 
bertahun-tahun. Konflik yang dimaksud adalah apabila pihak penjual 
                                                           
     53 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2015, pada pukul 11.00 WITA. 
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tanah ataupun keluarganya masih mengklaim tanah tersebut sebagai hak 
miliknya dikarenakan sertifikat atas tanah sebagai objek yang telah 
diperjual belikan masih atas nama pihak penjual. 
Sebagai bahan perbandingan antara masyarakat yang melakukan 
jual beli tanah melalui akta di bawah tangan  dan jual beli tanah yang 
hanya sampai pada akta jual beli dengan  masyarakat yang melakukan 
jual beli tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah 
maka penulis juga mencari sampel yang melakukan jual beli tanah dan 
mendaftarkannya sesuai dengan prosedur yang dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
Tabel 6.  Jual Beli Tanah Sampai Pada Tahap Balik Nama 
No Alasan Frekuensi Presentase 




Untuk di jadikan 
jaminan di bank 
2 20% 
Total 10 100% 
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2014 
Pada tabel diatas dapat diketahui dari 10 sampel yang melakukan 
jual beli tanah sampai tahap balik nama 80% diantaranya disebabkan 
karena alasan keamanan dan kenyamanan dan 20% diantaranya 
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dijadikan jaminan di Bank. Berdasarkan data diatas dan wawancara yang 
dilakukan dengan sampel yang melakukan jual beli tanah yang telah 
memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa alasan melakukan jual beli 
sesuai prosedur dan pendaftaran tanah disebabkan dia tidak ingin ada lagi 
gangguan dari pihak lain atas kepemilikan tanahnya, selain itu sertifikat 
tanah dapat digunakan sebagai jaminan apabila melakukan pinjaman di 
Bank.  
Dari wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
dengan pernyataan tidak ingin ada gangguan dari pihak lain 
mengindikasikan masyarakat sudah memahami tentang kepastian dan 
perlindungan hukum, meskipun bahasa yang digunakan berbeda. Lebih 
lanjut penulis menanyakan tentang sumber informasi terkait pendaftaran 
tanah tersebut yang diperoleh dari saran camat pada saat membuat akta 
jual beli untuk segera melakukan  balik nama agar dikemudian hari tidak 
terjadi konflik.  
Dilingkungan masyarakat Kabupaten Soppeng pada kenyataannya 
kepala desa berperan dalam hal proses transaksi jual beli tanah demi 
kepastian objek tanah yang diperjualbelikan. Berdasarkan wawancara 
penulis dengan Kepala Desa Donri-Donri Bapak Muhiddin Tebu54 yang 
menyatakan bahwa sebelum proses jual beli di camat atau PPAT terlebih 
dahulu harus ada surat pengantar dari Kantor Desa. Kepala desa 
kemudian mengkonfirmasikan kepada Kepala Dusun mengenai objek jual 
                                                           
     54 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Januari 2014, pada pukul 10.00 WITA. 
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beli sebagai pihak yang lebih mengetahui riwayat tanah di daerah 
tersebut.  
Fakta bahwa masih adanya masyarakat Kabupaten Soppeng yang 
melakukan jual beli tanah melalui akta bawah tangan membuktikan 
terjadinya perbedaan pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah hukum 
dengan pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Dalam arti sosiologis 
perbedaan pola perilaku tersebut berpotensi menimbulkan melemahnya 
hukum yang berlaku dalam masyarakat. Faktor melemahnya hukum 
karena norma hukum tidak sesuai dengan norma sosial yang bukan 
hukum, misalnya karena hukum terlalu progresif sehingga dirasakan 
sebagai norma yang asing bagi masyarakat. 
Masyarakat yang masih melakukan jual beli tanah melalui akta di 
bawah tangan diindikasikan merasa  bahwa aturan hukum yang berlaku 
dengan melibatkan pejabat pembuat akta tanah tidak sesuai dengan 
norma sosial yang bukan hukum yang mereka pahami yakni kepercayaan 
yang tinggi terhadap sesama dalam hal jual beli. Hal tersebut yang 
mengakibatkan masyarakat merasa asing terhadap aturan tersebut. 
Karena masyarakat merasa asing maka mereka  tidak merasa terikat oleh 
hukum tersebut sehingga tidak menaatinya55. Tidak ditaatinya hukum 
dengan masih adanya masyarakat yang melakukan jual beli tanah yang 
dengan akta di bawah tangan memberikan konsekuensi yuridis terhadap 
status kepemilikan tanah yang diperjualbelikan.  
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C. Dampak Jual Beli Tanah Hak Milik Melalui Akta di Bawah Tangan 
di Kabupaten Soppeng 
Sertifikat hak atas tanah merupakan hasil akhir dari proses jual beli  
atas tanah yang dilakukan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dimana akta jual beli dibuat oleh 
pejabat yang berwenang yaitu PPAT lalu di balik namakan di BPN 
sehingga kemudian menghasilkan sertifikat hak atas tanah bagi pembeli 
sebagai pemegang hak yang baru. 
Fungsi sertifikat tanah adalah untuk membuktikan adanya hak atas 
tanah dan subyek yang berhak atas tanah tersebut. Pembuktian mengenai 
data yuridis dan data fisik tercantum dalam sertifikat hak atas tanah 
tersebut. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas 
bidang tanah yang di daftar serta keterangan mengenai bangunan dan 
bagian-bagian di atasnya. Sementara data yuridis adalah keterangan 
mengenai status hukum bidang tanah yang terdafar, pemegang haknya 
dan pihak lain serta hak-hak lain yang membebaninya.56  
Keberadaan sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan. Kepastian hukum berarti dapat diketahui dengan pasti dan 
jelas siapa pemegang hak atas tanah dan apa objek hak atas tanah 
bersangkutan. Jaminan perlindungan hukum hukum diberikan kepada 
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pemegang hak atas tanah yang telah bersertifikat apabila ada pihak lain 
yang mengajukan gugatan atau klaim dari pihak lain atas kepemilikan hak 
atas tanah tersebut.57 
Adapun jual beli tanah yang dilakukan dengan akta di bawah tangan 
tentu memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. Hal tersebut 
disebabkan karena akta di bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum 
dan perlindungan hukum. Meskipun bagi kedua pihak telah terjadi jual beli 
namun secara yuridis akta di bawah tangan tersebut tidak membuktikan 
subjek dan objek hak atas tanah tersebut.  
Fakta dari masih terdapatnya masyarakat di Kabupaten Soppeng 
yang melakukan jual beli tanah melalui akta di bawah tangan pada 
akhirnya tidak akan melahirkan suatu alas hak. Sehingga  jual beli 
tersebut merugikan  pihak yang telah membeli tanah karena tidak adanya 
kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum  maka  tidak ada 
pula perlindungan hukum.  
Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, namun tetap 
dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik sepanjang 
data yang diterangkan di dalamnya mengandung kebenaran dan diketahui 
oleh minimal 2 orang saksi bersama kepala kelurahan, kepala desa dan 
kepala dusun sebagai pihak yang dianggap mengetahui riwayat tanah 
tempat mereka menjabat. Namun demikian, akta di bawah tangan ini tidak 
bisa memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang 
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sertifikat karena pada kenyataannya di pengadilan, para hakim memiliki 
interpretasi yang berbeda mengenai keabsahan akta dibawah tangan. 
Untuk itu peran pengadilan sangat penting untuk menciptakan kepastian 
hukum dan memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. 
Pengadilan merupakan penentu pemilik tanah hak milik sesungguhnya 
dari tanah yang diperkarakan.  
Berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
terhadap jual beli tanah dengan akta di bawah tangan penulis telah 
melakukan studi kasus di Kabupaten Soppeng  terhadap sengketa jual 
beli tanah melalui akta di bawah tangan dimana pada akhirnya jual beli 
tersebut batal demi hukum. Kasus tersebut berawal ketika XX mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap YY. Untuk lebih  
jelasnya penulis akan menggambarkan kasus posisi perkara tersebut 
sebagai berikut. 
1. Pada tahun 1990 XX bersama YX mendirikan usaha penggilingan 
gabah dengan XX sebagai pemilik dua mesin penggiling gabah 
dimana usaha tersebut didirikan di atas tanah milik YX; 
2. Pada tahun 1997 usaha tersebut macet dan mengakibatkan 
banyaknya hutang yang tidak bisa dilunasi XX;  
3. Berdasarkan keadaan tersebut maka XX menawarkan dua unit 
mesin penggiling gabah lengkap dengan peralatannya bersama 
dengan lokasi (tanah) kepada YY dengan harga Rp. 25.000.000 
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang kemudian tawaran tersebut 
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diterima YY dengan meminta waktu pembayaran setelah panen padi, 
namun setelah panen padi YY masih tidak memiliki uang sehingga Ia 
kembali meminta tenggat waktu pembayaran setelah panen, akan 
tetapi setelah panen YY masih tetap tidak memiliki uang sehingga 
XX memutuskan tidak akan menjual kedua unit penggilingan gabah 
beserta lokasinya; 
4. Pada waktu itu, karena YY tidak jadi membeli penggilingan gabah 
beserta lokasinya maka  Ia hanya meminta lokasi jemur dari lokasi 
pabrik untuk mengeringkan kelapa menjadi kopra dengan 
permintaan XX sendiri  yang mengerjakan pengeringan;  
5. Permintaan tersebut kemudian diterima oleh XX dengan perjanjian 
sewa lantai jemur dengan total yang harus dibayarkan YY kepada 
XX adalah senilai Rp. 1. 875.000 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh 
Puluh Lima Ribu Rupiah) yang sudah termasuk sewa lantai jemur 
dan gaji pengeringan kopra; 
6. Beberapa waktu kemudian XX akan berangkat ke luar Sulawesi, 
pada saat sebelum berangkatnya YY datang dan memberikan uang 
sebanyak Rp. 1.400.00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) 
sebagai sewa lantai jemur dan gaji pengeringan XX; 
7. Saat itu, YY dan XX sepakat untuk memberikan kuasa kepada YY 
untuk mengelola usaha penggilingan gabah milik XX dengan syarat 
hasil penggilingan digunakan untuk melunasi hutang-hutang XX.  
61 
 
8. Dimana sebahagian hasilnya menjadi upah YY dan apabila hutang 
telah lunas agar sertifikat yang dijaminkan kepada NN agar ditarik 
kembali dan kemudian diserahkan kepada XX. 
9. Selama XX berada di luas Sulawesi usaha penggilingan tersebut 
berjalan lancar dengan di kelola oleh YY dan hutang-hutang XX  
telah dilunasi dan sertifikat yang pada NN telah ditarik; 
10. Kemudian setelah XX mengetahui bahwa hutang-hutangnya telah 
lunas, ia juga mendengar bahwa YY  menambah bangunan gudang 
keluar dari lokasi semula dan menggeser ke utara mengambil tanah 
XX seluas 4 x 8 m tanpa sepengetahuan dan seizin XX; 
11. Pada tahun 2001, XX telah kembali ke Soppeng untuk 
menyelesaikan masalah usahanya namun YY tiba-tiba 
mempertahankan usaha penggilingan gabah tersebut dengan alasan 
sudah dibeli; 
12. XX yang merasa dirugikan atas masalah tersebut akhirnya 
mengajukan gugatan terhadap YY di Pengadilan Negeri 
Watansoppeng;  
13. XX sebagai penggugat mengajukan tuntutan yang  pokoknya 
sebagai berikut:  
a. Menyatakan bahwa semua harta benda yang menjadi 
sengketa sub 1, 2, 3 dan 4 adalah hak milik penggugat; 
62 
 
b. Menyatakan tidak pernah terjadi jual beli antara penggugat 
penggugat dengan tergugat atau harta benda sengketa sub 2, 
2 dan 3; 
c. Menyatakan tergugat ingkar janji; 
d. Menghukum tergugat membayar kerugian  yang diharapkan 
penggugat berupa hasil penggilingan gabah sebanyak 1500 
Kg perbulan atau 1500 Kg x Rp.2000 sama dengan Rp. 
3.000.000 perbulannya, terhitung mulai masuknya perkara ini 
sampai perkara berakhir; apabila tidak dapat dibayar 
sekaligus, maka harta benda milik tergugat dijual secara 
lelang dimuka umum dan harganya dibayarkan kepada 
penggugat; 
14. Atas gugatan yang diajukan oleh penggugat XX, maka YY  
menanggapi dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
a. Bahwa benar objek gugatan No 1, 2, 3 dan 4 adalah dalam 
kekuasaan tergugat;  
b. Bahwa tergugat membeli tanah dan penggilingan pada tahun 
1997 tidak dimuka pemerintah hanya dengan penggugat saja; 
c. Bahwa benar obyek 1, 2, 3 dan 4 memang punya para 
penggugat, akan tetapi tergugat sudah membelinya dan dalam 
pembelian ada kwitansinya; 
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Berdasarkan kasus posis diatas, majelis hakim Pengadilan Negeri 
Watansoppeng memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
1. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan penggugat adalah: 
Apakah para penggugat telah menjual objek sengketa dengan harga 
Rp. 25.000.000? dan apakah jual beli tersebut sudah memenuhi 
undang-undang atau yurisprudensi? 
2. Bahwa tergugat dalam jawabannya secara lisan didepan didepan 
persidangan pada pokoknya mengakui bahwa objek gugatan 1, 2, 3 
dan 4 adalah milik penggugat akan tetapi tergugat telah membelinya 
pada tahun 1997 yang kemudian dibayar pada tahun 1998. 
3. Bahwa tergugat membeli dari penggugat secara secara lisan, tidak 
dimuka pemerintah dan tidak ada saksi lain, hanya dengan penggugat 
saja.  
4. Bahwa oleh karena tergugat mengakui bahwa objek sengeketa adalah 
milik para penggugat dan dia sudah membelinya, sehingga diwajibkan 
untuk beban pembuktian; 
5. Bahwa berdasarkan kesaksian KK ternyata piutangnya terhadap para 
penggugat belum pernah dibayarkan oleh tergugat yaitu sejumlah Rp. 
17.500.000,- sampai sekarang, dengan demikian berarti tergugat belum 
di anggap membayar pembelian  objek sengketa tersebut; 
6. Bahwa terhadap pembayaran tergugat kepada NN sejumlah Rp. 
3.300.000,- berdasarkan bukti tertulis  dihubungkan dengan saksi NN 
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dapatlah disimpulan bahwa NN memegang jaminan berupa Sertifikat 
No. 969 (alat bukti T8) karena telah menggantikan kedudukan HJ 
dengan membayar Rp. 2. 800.000 dan kemudian saksi menagih pada 
para pnggugat sejumlah Rp. 3.300.000 karena utang pokoknya Rp. 
2.800.000 ditambah bunga Rp. 500.000 akan tetapi tidak pernah di 
bayar;  
7. Bahwa kemudian tergugat membayar kepada saksi NN sejumlah Rp. 
3.300.000,- karena menurut para penggugat  mesin penggilingan padi 
dan tanahnya sudah dijual kepada tergugat sehingga saksi memberikan 
jaminan sertifikat tersbut (Bukti T8) kepada tergugat. 
8. Bahwa dengan pembayaran tergugat kepada saksi NN yang kemudian 
diikuti dengan perbuatan tergugat langsung menguasai dan memiliki 
tanah sengketa (Sub 2 dan 3) tersebut adalah bertentangan dengan 
undang-undang dan yurisprudensi, yaitu: 
a. Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah yang menyatakan: “Janji yang memberikan 
kewenangan kepada pemegang Hak tanggungan untuk memiliki 
obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji,  batal demi 
hukum”; 
b. Bertentangan dengan asas publisitas atau tidak memenuhi 
syarat terang secara hukum adat karena tidak dibuat dengan 
akta autentik (PPAT) dan didaftarakan pada BPN ataupun 
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setidak-tidaknya diketahui oleh aparat Desa/Pemerintah 
setempat. (Pasal 10 ayat 2 dan pasal 13 ayat 1 UU No.4 Tahun 
1996). 
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka 
perbuatan hukum tergugat yang telah membayarkan utang-utang para 
penggugat kepada orang-orang tersebut dalam jawabannya dan 
diakui oleh para penggugat berakibat bahwa beralihnya utang para 
penggugat kepada tergugat. 
11. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang langsung menguasai 
harta objek sengketa Sub 1, 2, dan 3 bertentangan dengan undang-
undang dan yurisprudensi maka berakibat jual beli atas objek 
sengketa tersebut adalah batal demi hukum sesuai dengan pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor  24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.  
12. Bahwa oleh karena itu jual beli antara penggugat dan tergugat batal 
demi hukum maka perbuatan tergugat yang menambah bangunan 
baru untuk objek sengketa sub 4 adalah perbuatan melawan hukum. 
Ditingkat Pengadilan Negeri Watansoppeng Majelis Hakim 
memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut 
(06/Pdt.G/2001/PN.Wsp. tanggal 2 Mei 2001): 
a. Menyatakan bahwa semua harta benda yang menjadi 
sengketa sub 1, 2, 3 dan 4 dalam gugatan penggugat adalah 
hak milik para penggugat.  
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b. Menyatakan perbuatan tergugat yang menambah bangunan 
pabrik pada objek sengketa sub 4 adalah perbuatan melawan 
hukum. 
c. Menyatakan jual beli antara para penggugat denga tergugat 
atas obyek 1, 2, 3 dan 4 adalah batal demi hukum.  
d. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para 
penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan sejak perkara 
ini terdaftar di Pengadilan Negeri Watansoppeng hingga 
putusan berkekuatan hukum tetap. 
Terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri 
Watansoppeng  dapat diketahui bahwa XX memenangkan perkara. Dalam 
pertimbangan hukum hakim telah menyatakan perjanjian jual beli tersebut 
tidak memenuhi syarat terang secara hukum adat serta tidak dibuat 
dengan akta autentik (PPAT) dan didaftarakan pada BPN ataupun 
setidak-tidaknya diketahui oleh aparat Desa atau Pemerintah setempat. 
Maka berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kedua pihak telah 
melakukan perjanjian jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah 
tangan. Akta di bawah tangan yang dimaksudkan dalam kasus tersebut 
adalah kwitansi bukti jual beli atas obyek perkara 1, 2, 3 dan 4 yang 
dijukan YY sebagai bukti pada jawaban lisan atas gugatan XX. Sebagai 
dampak dari hal tersebut tidak ada kepastian hukum bagi tergugat atau 
dalam hal ini adalah YY sebagai pembeli sehingga pada akhirnya Ia tidak 
berhak atas kepemilikan objek sengketa.  
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YY sebagai pihak yang dikalahkan kembali melakukan upaya hukum 
untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi Makassar. Ditingkat banding, Majelis hakim penerima 
permohonan banding dari tergugat atau pembanding tersebut dan 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng serta akan 
mengadili sendiri serta memberikan putusan dengan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
a. Bahwa YY dalam jawabannya menerangkan bahwa benar pada 
tahun 1957 Tergugat/Pembanding sudah membeli tanah dan XX  
sebagai objek sengketa tidak di muka Pemerintah. 
b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ternyata mesin penggilingan 
padi objek sengketa benar sudah dijual kepada YY  dengan cara 
YY  telah membayar utang-utang XX  kepada saksi-saksi, 
meskipun ada diantara saksi belum dibayar seperti saksi KK yang 
belum dibayar. 
c. Tetapi secara hukum jual beli sudah terjadi, dan jual beli tersebut 
sudah sah menurut Hukum, walaupun tidak dilakukan didepan 
aparat Pemerintah, ataupun Aparat Desa dan Tua-Tua Adat, 
karena jual beli tersebut langsung dilakukan antara YY dengan XX, 
dimana hal ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang terjadi 
dalam Masyarakat, dan tidak melanggar hukum, melakukan sudah 
menjadi kebiasaan hukum yang tidak tertulis. 
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Pada tingkat banding, YY memenangkan perkara dengan 
dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng. Dalam hal ini 
terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim Pengadilan Negeri 
Watansoppeng dengan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar. 
Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan keabsahan jual beli objek 
sengketa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng 
menganggap bahwa jual beli tersebut tidak sah karena tidak melibatkan 
PPAT ataupun Pejabat pemerintah lainnya sehingga tidak memenuhi 
syarat terang sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
menganggap bahwa jual beli tersebut adalah sah menurut hukum 
meskipun tidak dilakukan di depan aparat pemerintah ataupun aparat 
desa dan tua-tua adat, karena jual beli tersebut langsung dilakukan antara 
penggugat dengan tergugat dimana hal ini sudah merupakan suatu 
kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan tidak melanggar hukum, 
melainkan telah menjadi kebiasaan hukum yang tidak tertulis.  
Terkait dengan perbedaan pendapat antara Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Pengadilan Tinggi Makassar, 
dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pertimbangan hukum majelis 
hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng. Sebabnya adalah karena 
pertimbangan hukum pada tingkat banding yang menyatakan bahwa 
perjanjian tersebut sah karena dilakukan secara langsung. Menurut 
pendapat penulis bahwa dipenuhinya syarat langsung tidak semerta-merta 
menjadikan perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum. 
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Jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan 
pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai berarti 
bahwa  penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat 
yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata 
dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam 
putusan MA Nomor 271/K/Sip/1956 dan Nomor 840/K/Sip/1971. Jual beli 
dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di hadapan 
kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah 
yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang 
dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan 
oleh kepala desa, karena kepala desa dianggap orang yang mengetahui 
hukum dan kehadiran kepala desa mewakili warga masyarakat desa 
tersebut. Sekarang sifat terang berarti jual beli dilakukan menurut 
peraturan tertulis yang berlaku.  
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan 
PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli 
dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang. Akta jual beli yang ditanda 
tangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual 
kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah 
memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil 
perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Namun 
pada kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak 
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menggunakan pertimbangan tersebut dan hanya mempertimbangkan 
bahwa jual beli tersebut dilakukan secara langsung dan sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat.  
Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang 
memenangkan YY maka XX kembali melakukan upaya hukum dengan 
mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung adalah menyetujui pertimbangan hukum pengadilan 
Negeri Watansoppeng karenanya Mahkmah Agung mengambil alih 
pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam 
memutus perkara. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Makassar (Nomor: 260/PDT/2001/PT.MKS. 
tanggal 6 September 2001) yang membatalkan putusan Pengadilan 
Negeri Watansoppeng (Nomor: 06/Pdt.G/2001/PN.Wsp. tanggal 2 Mei 
2001). 
Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1097 
K/Pdt/2002 maka XX kembali memenangkan perkara. YY kemudian 
kembali melakukan upaya hukum yakni peninjauan kembali terhadap 
putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali 
yang di ajukan oleh YY di terima secara formal oleh oleh Mahkamah 
Agung. Adapun pertimbangan hukum terhadap alasan pembanding dalam 
kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut. 
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Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
Judex Juris tidak salah menerapkan hukum. Selain itu juga tidak terdapat 
kekhilafan Hakim dalam pertimbangannya disebabkan dalam jual beli a 
quo (penggilingan padi) antara tergugat dengan penggugat sebagaimana 
dalam faktanya hanya dilakukan di bawah tangan, hanya diketahui oleh 
penggugat dan tergugat, selanjutnya juga tergugat tidak  membayar lunas 
pembeliannya tersebut dan demikian juga tergugat telah membangun 
bangunan yang berdiri di atas tanah Penggugat tanpa ijin penggugat 
adalah suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian jual 
beli antara penggugat dan tergugat adalah batal sehingga barang yang 
diperjualbelikan adalah tetap milik penggugat. Selain itu surat-surat yang 
diajukan sebagai novum bukan surat yang menentukan. 
Atas bertimbangan hakim diatas maka  permohonan peninjauan 
kembali  yang di ajukan oleh YY di tolak (putusan No. 435 PK/Pdt/2009 
tanggal 7 September 2011) karena jual beli yang dilakukan dengan XX 
hanyalah di bawah tangan. Pada kasus ini pihak yang dirugikan adalah 
YY, karena seandainya jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku maka YY akan memperoleh sertifikat kepemilikan 
atas objek jual beli tersebut sehingga Ia mempunyai bukti yang kuat dalam 
mempertahankan haknya. 
 Berdasarkan pemaparan kasus diatas dapat diketahui bahwa jual 
beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan sangat berpotensi 
merugikan pihak pembeli karena tidak memberi jaminan kepastian dan 
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perlindungan hukum. Maka dari itu masyarakat dalam melakukan jual beli 
tanah hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebagai bentuk kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimaksud 
dalam hal ini adalah kesadaran hukum positif yang di harapkan 
melahirkan suatu ketaatan hukum. Sehingga pada akhirnya masyarakat 
akan merasakan segala manfaat dari sertifikat hak atas tanah sebagai 
hasil akhir dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan. Manfaat tersebut 
dapat berupa kemudahan memporelah bantuan dari Bank dengan jaminan 
sertifikat tanah serta rasa aman dan tentram karena adanya jaminan 
















Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor yang menyebabkan jual beli tanah hak milik melalui akta 
bawah tangan di Kabupaten Soppeng adalah yang pertama 
masyarakat menghindari biaya yang cukup mahal, kedua 
pengetahuan masyarakat terkait prosedur jual beli tanah, ketiga 
motivasi masyarakat yang terkait dengan masih tingginya rasa 
saling percaya antara sesama dalam  melakukan jual beli tanah. 
2. Dampak jual beli tanah hak milik melalui akta di bawah tangan di 
kabupaten soppeng adalah tidak adanya jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum 
berupa akta jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 
yang kemudian dibalik namakan menjadi sertifikat hak atas tanah 
maka  tidak ada pula perlindungan hukum apabila suatu saat 







Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka saran penulis adalah: 
1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng hendaknya 
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 
pendaftaran tanah dan prosedurnya, baik kepada masyarakat 
yang bertempat tinggal di daerah yang terpencil maupun kepada 
masyarakat yang telah mengetahui prosedur namun tidak memiliki 
motivasi untuk mendaftarkan tanahnya.  
2. Diharapkan peran aktif Camat dan Kepala Desa sebagai 
pemimpin yang paling mudah diakses masyarakat untuk tetap 
menghimbau masyarakat khususnya masyarakat untuk tidak lagi 
melakukan praktik jual beli tanah melalui akta di bawah tangan 
dengan melibatkan pejabat yang berwenang yakni PPAT dalam 
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